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ABSTRACT
Most abandoned or abandoned land is a land for business use rights owned by state-owned companies or 
private companies. In practice, many lands are abandoned or abandoned so that many people occupy it 
either with permission or without permission from the owner. Other land abandonment also hampered the 
achievement of  various development program objectives, vulnerability to food security and national economic 
resilience, the closed social economic access of  the community, especially farmers to land, and the nagging sense 
of  justice and social harmony, Rights Holders are prohibited from abandoning their land, and if  The Right 
Holder abandoned his land so that the (Law No. 5 Th 1960) has regulated the legal consequences of  the 
abolition of  the land rights in question and the termination of  legal relations and confirmed as land directly 
controlled by the State. Based on this background, the researcher will discuss the main issues as follows: 
What are the Legal Aspects of  land rights that have been granted rights by the State but are not attempted 
and / or not used, or not utilized in accordance with the circumstances or the nature and purpose of  giving 
rights or basic tenure ? How the efforts to control and utilize abandoned land are reviewed from Government 
Regulation Number 11 of  2010 concerning Control and Utilization of  abandoned land.
Keywords: abandoned land, other land abandonment
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Pendahuluan
Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang 
harus diusahakan, dimanfaatkan, dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmur-an rakyat. Saat ini tanah yang 
telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang 
sudah ada hak atas tanahnya maupun yang 
baru berdasar perolehan tanah di beberapa 
tempat masih banyak dalam keadaan 
terlantar, atau ditelantarkan oleh pemiliknya 
yang kebanyakan merupakan Tanah Hak 
Guna Usaha yang dimiliki Perusahaan Swasta 
atau BUMN sehingga cita-cita luhur untuk 
meningkatkan kemakmuran rakyat tidak 
optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penataan kembali untuk mewujudkan 
tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, 
untuk mewujudkan kehidupan yang lebih 
berkeadilan, menjamin keberlanjutan sistem 
kemasyarakat-an dan kebangsaan Indonesia, 
serta memper-kuat harmoni sosial.1
Optimalisasi pengusahaan, penggunaan, 
dan pemanfaatan semua tanah di wilayah 
Indonesia diperlukan untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan hidup, mengurangi 
kemiskinan dan menciptakan lapangan 
kerja, serta untuk meningkatkan ketahanan 
pangan dan energi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, LNRI Tahun 1960 Nomor 
104 – TLNRI Nomor 2043 diundangkan 
pada tanggal 24 September 1960, UUPA 
tidak memberikan pengertian tentang 
agraria, hanya memberikan ruang lingkup 
agrairia sebagaimana yang tercantum 
dalam konsiderans, pasal-pasal maupun 
penjelasannya. Ruang lingkup agraria 
menurut UUPA meliputi: Bumi, Air, 
Ruang Angkasa dan Kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya.
1 Supriyanto, kriteria tanah terlantar dalam peraturan 
perundangan indonesia, Jurnal Dinamika hukum, Vol. 10 
No. 1 Januari 2010 ,  Fakultas Hukum Universitas Jenderal 
Soedirman Purwokerto, di unduh pada tanggal 19 April 
2019
Menurut Andi Hamzah, agraria adalah 
masalah tanah dan semua yang ada di dalam 
dan diatasnya, Soebekti dan R. Tjitrosoedibio 
hukum agraria adalah keseluruhan dari 
ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum 
perdata maupun hukum tata negara yang 
mengatur hubungan-hubungan antara orang 
termasuk badan hukum dengan bumi, air 
dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah 
negara dan mengatur pula wewenang-
wewenang yang bersumber pada hubungan-
hubungan tersebut.2 
Tujuan diundangkan UUPA sebagai 
tujuan hukum agraria nasional dimuat dalam 
penjelasan umum UUPA, yaitu:3 
a. Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan 
Hukum Agraria nasional yang akan 
merupakan alat untuk membawakan 
kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan 
bagi negara dan rakyat, terutama rakyat 
tani dalam rangka masyarakat yang adil 
dan makmur.
b. Meletakan dasar-dasar untuk mengadakan 
kesatuan dan kesederhanaan dalam 
hukum pertanahan.
c. Meletakan dasar-dasar untuk memberikan 
kepastian hukum mengenai hak-hak atas 
tanah bagi rakyat seluruhnya.
Ruang Lingkup bumi menurut UUPA 
adalah permukaan bumi, dan tubuh bumi 
di bawahnya serta yang berada di bawah air. 
Permukaan bumi sebagai bagian dari bumi 
juga disebut tanah. Tanah yang dimaksudkan 
di sini bukan mengatur tanah dalam segala 
aspeknya, melainkan hanya mengatur salah 
satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian 
yuridis yang disebut hak penguasaan atas 
tanah.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok 
2 Urip santoso, Hukum Agraria kajian komprehensif,  
kencana, Cet ke-6, Surabaya, 2017, hlm. 2-5
3 Urip santoso, Op Cit, hlm. 51-53
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Agraria menyebut tanah sebagai berikut:4 
1. Atas Dasar hak menguasai dari Negara 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak 
atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum.
2. Hak atas tanah yang diberikan oleh 
Negara kepada perseorangan atau badan 
hukum harus digunakan/dimanfaatkan 
sesuai dengan keadaannya atau sifat 
dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya.
Kenyataannya banyak tanah yang tidak 
diusahakan/dipergunakan sebagaimana 
mestinya, sehingga berpotensi menjadi 
tanah terlantar, penelantaran tanah akan 
berdampak pada terhambatnya pencapaian 
berbagai program pembangunan yang 
dapat menyebabkan timbulnya kesenjangan 
sosial dan ekonomi serta menurunkan 
kualitas lingkungan itu sendiri, sehingga 
penelantaran tanah ini harus dicegah, 
ditertibkan dan didayagunakannya kembali.
Tanah dalam pengertian yuridis adalah 
permukaan bumi. Sedangkan terlantar 
adalah tidak terpelihara, tidak terawat, 
dan tidak terurus. Maria S.W. Sumardjono 
mengatakan tidak mudah menetapkan 
tanah sebagai tanah terlantar, hal tersebut 
dikarenakan untuk menetapkan tanah 
sebagai tanah terlantar harus melihat 
beberapa aspek sebagai berikut: 
1. Subjeknya apakah perorangan atau badan 
hukum 
2. Tanah pertanian atau bangunan 
3. Adanya kesenjangan dari subjek atau tidak 
4. Jangka waktu yang harus dilewati untuk 
dapat disebut sebagai tanah terlantar. 
Tanah terlantar menurut Affan Mukti 
terbagi dalam dua arti yaitu dalam arti sempit 
dan arti luas. Tanah terlantar dalam arti 
4 Petunjuk Teknis Potensi Tanah Terlantar Tahun 2018
sempit yaitu tanah yang tidak dimanfaatkan 
baik disengaja atau tidak. Sedangkan dalam 
arti luas, tanah terlantar bukan hanya tanah 
saja tetapi bangunan-bangunan, dll, yang 
tidak dimanfaatkan.5 
Penelantaran tanah atau tanah yang 
dengan sengaja ditelantarkan di pedesaan dan 
per-kotaan, selain merupakan tindakan yang 
tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya 
peluang untuk mewujudnyatakan potensi 
ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, 
serta juga merupakan pelanggaran terhadap 
kewajiban yang harus dijalankan para 
Pemegang Hak atau pihak yang telah 
memperoleh dasar penguasaan tanah. 
Tanah terlantar atau ditelantarkan 
kebanyakan merupakan Tanah Hak Guna 
Usaha (HGU) yang dimohonkan dan dimiliki 
oleh Perusahaan BUMN atau Perusahaan 
swasta, dalam praktek lapangan tanah-
tanah HGU ini banyak yang terlantar atau 
ditelantarkan sehingga banyak Masyarakat 
yang menempatinya baik dengan izin atau 
tanpa izin dari pemilik HGU tersebut, 
mereka dengan sengaja menggarap atau 
menduduki tanah terlantar tersebut 
sehingga apabila HGU dari lahan tersebut 
habis, dengan sendirinya masyarakat yang 
menempati tanah tersebut dengan leluasa 
mengajukan permohonan ke Dirjen Badan 
Pertanahan Nasionaluntuk diterbitkannya 
HGU atau Hak lainnya sehingga munculah 
Sertifikat Tanah tersebut, sehingga secara 
hukum masyarakat tadi yang menjadi 
pemilik dari HGU selanjutnya.
Dampak lain penelantaran tanah juga 
menjadi terhambatnya pencapaian berbagai 
tujuan program pembangunan, rentannya 
ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi 
nasional, tertutupnya akses sosial ekonomi 
masya-rakat khususnya petani pada tanah, 
serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni 
sosial. 
Pada dasarnya Negara memberikan 
hak atas tanah atau Hak Pengelolaan 
kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, 
5	 Affan	Mukti,	Pokok-Pokok	Bahasan	Hukum	Agraria,	Medan	:	
USUPress, 2006, hlm. 155
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dipergunakan, dan dimanfaatkan serta 
dipelihara dengan baik selain untuk 
kesejahteraan bagi Pemegang Hak nya 
juga harus ditujukan untuk kesejahteraan 
masyarakat, bangsa dan negara. Tentu saja 
ketika Negara memberikan hak kepada 
orang atau badan hukum selalu diiringi 
kewajiban-kewajiban dalam surat keputusan 
pemberian haknya. 
Pemegang Hak dilarang menelantarkan 
tanahnya, dan jika Pemegang Hak 
menelantarkan tanahnya maka UUPA 
(Undang Undang Nomor 5 Th 1960) 
telah mengatur akibat hukumnya yaitu 
hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan 
dan pemutusan hubungan hukum serta 
ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara.
Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut 
diatas, maka peneliti akan membahas 
pokok-pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Aspek Hukum hak atas tanah 
yang sudah diberikan hak oleh Negara 
namun tidak diusahakan dan/atau tidak 
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan 
sesuai dengan keadaannya atau sifat 
dan tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya.?
2. Bagaimana Upaya Penertiban dan 
Pendayagunaan tanah terlantar di tinjau 
dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2010 Tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan tanah terlantar.?
Metode Penelitian
Penulisan Artikel ini bersipat Deskriptif  
Analitis, yaitu suatu metode penelitian yang 
bertujuan menggambarkan suatu keadaan 
sekelompok orang atau lembaga tertentu 
berdasarkan fakta-fakta yang ada.6 Meliputi 
6	 Soerjono	Soekanto,	Pengantar	Penelitian	Hukum,	
hal-hal sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian bersipat deskriftif  ini 
dimaksudkan untuk menggambarkan semua 
data yang di peroleh yang berkaitan dengan 
judul penelitian secara jelas kemudian di 
analisis guna menjawab permasalahan 
yang ada. Peneliti dalam penelitian ini 
ingin memperoleh gambaran yang lengkap 
dan jelas tentang Penelantaran tanah di 
Jawa Barat dikaitkan dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah 
Terlantar.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan menggunakan 
yuridis normatif  (doctrinal), yaitu hukum 
yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis 
dalam Peraturan Perundang-Undangan (law 
in books) atau hukum dikonsepkan sebagai 
kaidah atau norma yang merupakan patokan 
berperilaku manusia yang dianggap pantas,7 
dalam ilmu hukum merupakan penelitian 
kepustakaan, mencakup:8 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan 
hukum berupa peraturan perundang-
undangan, yang berkaitan dengan hukum 
Ketenagakerjaan dan administrasi negara, 
antara lain: UUD 1945, UU Nomor 
5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok 
Dasar Agraria dan peraturan pemerintah 
nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban 
dan pendayagunaan tanah terlantar.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-
bahan hukum yang memberikan 
penjelasan mengenai Rancangan 
Undang-Undang, hasil-hasil Penelitian, 
artikel ilmiah, jurnal, hasil karya dari 
kalangan hukum
c. Bahan Hukum tertier, yaitu bahan yang 
memberikan petunjuk atau penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan 
sekunder, contohnya adalah kamus, 
Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hal. 9-10
7	 MuslanAbdurrahman,Sosiologi		dan		Metode		Penelitian		
Hukum,	UMM		Press,		Malang,	2009,	hlm.94
8	 Ronny	Hanitijo	Soemitro,	Loc.Cit,	hlm	11-13
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ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 
seterusnya.9 
3. Tahap Penelitian
Penelitian dilakukan melalui satu tahap, 
yaitu: penelitian kepustakaan (library research), 
adalah penelitian melalui penelusuran 
perundang-undangan nasional, referensi 
hukum, hasil karya tulis, kamus, ensiklopedi 
dan berbagai artikel di media cetak atau 
internet, yang sesuai dengan masalah yang di 
teliti dan dilengkapi dengan data pendukung 
lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang dipergunakan dalam 
pengumpulan data di peroleh melalui 
studi dokumen atau kepustakaan, yaitu 
melakukan penelitian terhadap dokumen-
dokumen  yang berkaitan dengan masalah 
yang sedang dibahas dalam tesis ini dan 
kemudian dilakukan studi penelusuran 
data dari bahan pustaka berupa buku-
buku literatur yang ada keterkaitan dengan 
masalah yang dibahas.
Adapun inventarisasi data dalam 
penelitian ini, pada dasarnya adalah data 
yang diinventarisir yang paling dominan 
sebagai bahan penulisan dalam Artikel ini 
adalah data sekunder yaitu data dari bahan 
pustaka berupa buku-buku literatur.
Data sekunder tersebut di samping 
merupakan data dari berbagai literatur 
termasuk di dalamnya adalah bahan-
bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan yang telah disebutkan 
di atas, yang merupakan bahan acuan pokok 
dalam penulisan Artikel.
5. Analisis Data
Data primer dan data sekunder 
sebagaimana halnya dalam penelitian 
yang bersipat deskriftif  analitis dengan 
pendekatan yuridis normatif, maka analisi 
data dilakukan secara kualitatif. Yuridis 
normatif, karena penelitian ini bertitik tolak 
pada peraturan perundang-undangan yang 
9 Ibid
ada sebagai hukum positif. Kualitatif, karena 
dalam penelitian ini bermaksud memperoleh 
berbagai informasi yang dapat di gunakan 
untuk menganalisis dan memahami aspek-
aspek tertentu dari pakar hukum Agraria 
dan hasil analisis ini di sajikan dalam bentuk 
Artikel.
6. Lokasi Penelitian
Untuk mendapatkan data yang berupa 
bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier, maka 
penelitian ini dilakukan pada :
1) Perpustakaan Fakultas Hukum Uninus
2) Perpustakaan dan bagian arsip Kanwil 
Badan Pertanahan Nasional Prov Jawa 
Barat.
Pembahasan
1. Aspek Hukum hak atas tanah 
yang sudah diberikan hak oleh 
Negara namun tidak diusahakan 
dan/atau tidak dipergunakan, 
atau tidak dimanfaatkan sesuai 
dengan keadaannya atau sifat dan 
tujuan pemberian hak atau dasar 
penguasaannya 
Tanah terlantar menurut Badan 
Pertanahan Nasional adalah tanah yang sudah 
diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, 
HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, 
atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak 
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau 
dasar penguasaannya.
Dalam hukum Adat yang dimaksud tanah 
terlantar adalah tanah yang pernah dibuka, 
dikerjakan oleh pemilik/penggarapnya 
sampai 1 kali atau 2 kali panen, kemudian 
di-tinggalkan oleh pemiliknya dalam waktu 
ter-tentu sampai menjadi hutan kembali. 
Secara yuridis kemudian tanah ini kembali 
pada hak ulayatnya.10 
10 Suhariningsih,  Tanah Terlantar,  Prestasi Pustaka Raya, 
Jakarta, 2009  hlm. 14
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Pasal 5 UUPA, selain Hukum Agraria 
mendasarkan diri pada Hukum Adat juga 
harus mengindahkan unsur-unsur yang 
bersandar pada Hukum Agama. Menurut 
Hukum Islam tanah terlantar dalam Islam 
dikenal dengan tanah mati atau ihya al-mawat. 
Al-Mawat secara etimologi berarti yang mati 
atau lawan dari hidup. Al-mawat memiliki 
arti yaitu sesuatu yang tidak mempunyai roh 
atau tanah yang tidak berpenghuni atau tidak 
seorangpun memanfaatkannya. Al-Mawat 
berarti sesuatu yang tidak mempunyai roh 
dan tanah tidak berpenghuni atau berarti 
sesuatu yang tidak mempunyai roh, juga 
berarti tanah yang tidak dimiliki serta tidak 
dimanfaatkan.11 
A.P. Parlindungan menyatakan 
tanah terlantar adalah tanah yang tidak 
dipergunakan secara optimal sesuai dengan 
kemampuan tanah tersebut. Masalah tanah 
terlantar juga merupakan suatu hal yang 
sangat mengganggu dalam penguasaan 
atas tanah. Tanah yang diberikan dasar 
penguasaan haknya telah berubah bentuk 
fisiknya akibat ditelantarkan dalam waktu 
tertentu, sehingga haknya gugur dan tanah 
tersebut kembali kepada penguasaan hak 
ulayat masyarakat adat.12
Maria S.W. Sumardjono mengatakan 
tidak mudah menetapkan tanah sebagai 
tanah terlantar, hal tersebut dikarenakan 
untuk menetapkan tanah sebagai tanah 
terlantar harus melihat beberapa aspek 
sebagai berikut : 
1. Subjeknya apakah perorangan atau badan 
hukum 
2. Tanah pertanian atau bangunan 
3. Adanya kesenjangan dari subjek atau tidak 
4. Jangka waktu yang harus dilewati untuk 
dapat disebut sebagai tanah terlantar. 
Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas 
tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, 
yaitu : atas dasar hak menguasai dari negara 
atas tanah sebagai yang dimaksud dalam 
11 Supriyanto, Op Cit, hlm. 54
12	A.P.	Parlindungan,	Landreform	Di	Indonesia	Strategi	Dan	
Sasarannya,	Mandar	Maju,	Bandung	1991,	hlm.	85	
pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 
hak atas permukaan bumi, yang disebut 
tanah, yang dapat diberikan kepada dan 
dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-
badan hukum.13 
Macam-macam hak atas tanah di muat 
dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang 
dikelompokan menjadi 3 bidang, yaitu:14 
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu 
hak atas tanah ini akan tetap ada selama 
UUPA masih berlaku atau belum dicabut 
dengan Undang-Undang baru. Jenis-
jenis atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak 
Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Sewa 
untuk Bangunan, dan Hak Memunggut 
Hasil Hutan.
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan 
dengan Undang-Undang, yaitu hak tas 
tanah yang akan lahir kemudian, yang 
ditetapkan dengan undang-undang, Hak 
atas tanah ini jenisnya belum ada.
3. Hak atas Tanah yang bersipat sementara, 
yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, 
dalam waktu yang singkat akan dihapuskan 
dikarenakan akan mengandung sifat-sifat 
pemerasan, mengandung sifat feodal 
dan bertentangan jiwa UUPA. Macam-
macam hak atas tanah ini diantaranya 
adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak 
Usaha Bagi Hasil (Perjanjian bagi hasil), 
Hak Menumpang, dan Hak sewa Tanah 
Pertanian.
Hukum Agraria Nasional mempunyai 
ciri pengelolaan sumber daya tanah untuk 
kesejahteraan rakyat. Alasan filosofisnya 
ialah bahwa tanah itu adalah karunia Tuhan 
kepada umat manusia (rakyat Indonesia) 
untuk diusahakan, dikelola guna memenuhi 
kebutuhannya agar tercapai kesejahteraan 
atau kemakmuran bersama rakyat 
seluruhnya dengan berkeadilan.
Hukum Agraria Nasional (UUPA) 
tersebut, menyebutkan bahwa semua pihak 
13 Urip Santoso, Op Cit, hlm. 90-134
14 Ibid
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terutama para pemegang hak atas tanah, 
perlu mengerti dan menjaga agar tidak 
terjadi tanah terlantar. Beberapa ketentuan 
dalam UUPA yang berkaitan dengan tanah 
terlantar adalah sebagai berikut : 
1. Pasal 2 ayat (2) huruf  b, menyatakan 
bahwa negara sebagai organisasi 
kekuasaan tertinggi berwenang 
menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air dan ruang angkasa. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, negara 
berwenang memutus hubungan  hukum 
antara manusia yang mempunyai hak 
atas tanah apabila manusia tersebut 
menelantarkan tanahnya. 
2. Pasal 6 menyatakan, semua hak atas 
tanah mempunyai fungsi sosial. Dalam 
Penjelasan Umum pasal tersebut 
dinyatakan bahwa hak atas tanah apapun 
yang ada pasa seseorang tidaklah dapat 
dibenarkan bahwa tanahnya itu akan 
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) 
semata-mata untuk kepentingan 
pribadinya, apalagi kalau hal itu 
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
Penggunaan tanah harus disesuaikan 
dengan keadaannya dan sifat dari pada 
haknya, hingga bermanfaat baik bagi 
kesejahteraan dan kebahagiaan yang 
mempunyainya maupun bermanfaat pula 
bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan 
penjelasan pasal 6 tersebut diamanatkan 
bahwa hak-hak atas tanah bukan hanya 
berisikan wewenang melainkan juga 
sekaligus kewajiban untuk memakai, 
mengusahakan, dan memanfaatkannya, 
sehingga membiarkan tanah tersebut 
terlantar artinya tanah tersebut dalam 
keadaan tidak diusahakan, tidak 
dimanfaatkan berarti menyalahi amanat 
pasal 6 UUPA. 
3. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa 
setiap orang atau badan hukum yang 
mempunyai suatu hak atas tanah 
pertanian pada asasnya diwajibkan 
mengerjakan atau mengusahakannya 
sendiri secara aktif, dengan mencegah 
cara-cara pemerasan. Pasal ini memberi 
pengertian bahwa seseorang yang 
mempunyai suatu hak atas tanah pada 
asasnya wajib mengerjakan sendiri 
tanahnya secara aktif  dan tidak 
diperkenankan sama sekali untuk tidak 
mengusahakan atau menelantarkan 
tanah sesuai dengan peruntukkannya. 
4. Pasal 15 menyatakan bahwa memelihara 
tanah, termasuk menambah 
kesuburannya serta mencegah 
kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap 
orang, badan hukum atau instansi yang 
mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah itu, dengan memperhatikan pihak 
yang ekonomis lemah. Penelantaran 
tanah merupakan salah satu tindakan 
yang dapat menurunkan kesuburan 
tanah sehingga berdampak pada kualitas 
lingkungan, hal tersebut bertentangan 
dengan amanat pasal 15 UUPA yang 
menyatakan bahwa menjadi sebuah 
kewajiban bagi pihak yang mempunyai 
hubungan hukum dengan tanah untuk 
memelihara serta menambah kesuburan 
tanah. 
5. Pasal 27 huruf  a angka 3, menyatakan 
bahwa Hak Milik atas tanah hapus 
bila tanahnya jatuh kepada negara 
karena ditelantarkan. Kemudian dalam 
penjelasannya dinyatakan bahwa tanah 
ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak 
dipergunakan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan daripada haknya. 
6. Pasal 34 huruf  e, menyatakan bahwa Hak 
Guna Usaha hapus karena ditelantarkan. 
7. Pasal 40 huruf  e, menyatakan bahwa 
Hak Guna Bangunan hapus karena 
ditelantarkan.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2010 diterbitkan berdasarkan pertimbangan 
utama. Pertama, bahwa kondisi penelantaran 
tanah semakin menimbulkan kesenjangan 
sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat 
serta menurunkan kualitas lingkungan. 
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Kedua, instrumen regulasi berupa peraturan 
perundang-undangan yang telah ada 
yaitu PP Nomor 36 Tahun 1998 beserta 
peraturan pelaksanaannya tidak dapat lagi 
dijadikan acuan penyelesaian penertiban 
dan pendayagunaan tanah terlantar.15
 Potensi tanah terlantar atau 
ditelantarkan di Provinsi Jawa Barat 
menurut data yang dikeluarkan oleh BPN 
(badan pertanahan Nasional) Provinsi jawa 
barat berdasarkan hasil penelitian Peneliti 
sebagai berikut:16
Penguasaan tanah yang melampaui 
batas, penguasaan tanah secara absentee, 
penguasaan tanah yang terpecah-pecah, 
spekulasi tanah dapat mengakibatkan 
terjadinya tanah-tanah terlantar, Terjadinya 
tanah terlantar dapat disebabkan antara lain 
sebagai berikut:17
1. Pemilikan tanah yang terlampau luas, 
atau pemilikan tanah secara absentee 
yang mengakibatkan pemegang hak 
tidak mampu untuk membangun dan 
memanfaatkan tanahnya. 
2. Adanya resesi ekonomi yang 
menimbulkan perubahan struktur 
pemasaran atau sebab-sebab lain, 
15	Kajian	Yuridis	Penertiban	dan	Pendayagunaan	Tanah	
Terlantar	Serta	Pengenaan	Jenis	dan	Tarif	PNBP	Yang	
Berlaku	Pada	BPN	Dalam	Upaya	Pelaksanaan	Kewenangan	
Daerah	Di	Bidang	Pertanahan,	Oleh	Sarjita,	S.H.,	M.	
Hum.,	http://kppd.slemankab.go.id/wp-content/
uploads/2011/02/Kajian-Yuridis-Penertiban-dan-
Pendayagunaan-Tanah-Terlantar-Serta-Pengenaan.pdf, hlm 
6,		Diakses	Pada	Tanggal	3	Mei	2019
16 Data Rekapitulasi Jumlah Hak Atas Tanah Provinsi Jawa 
Barat,	BPN	Kanwil	Jawa	Barat.
17	Chadidjah	Dalimunthe,	Pelaksanaan	Landreform	Di	
Indonesia	Dan	Permasalahannya,	Cetakan	Ketiga,	Penerbit	
Universitas	Sumatera	Utara,	Medan,	2005,	hlm.	117-119
sehingga pemegang hak merasa tidak 
akan memperoleh keuntungan untuk 
melanjutkan usahanya dan memutuskan 
untuk tidak mengolah tanahnya. 
3. Pemegang hak sulit mengusahakan 
tanahnya sesuai dengan sifat dan 
tujuannya, karena adanya penggarapan 
liar.
4. Spekulasi tanah yang mengharapkan 
keuntungan secara tidak wajar. 
Kriteria tanah terlantar dapat ditemukan 
dengan cara mensistemasi unsur-unsur yang 
ada dalam tanah terlantar. Adapun unsur-
unsur yang ada pada tanah terlantar, yaitu:18 
1. Adanya pemilik atau pemegang hak atas 
tanah (subjek). 
2. Adanya tanah hak yang diusahakan atau 
tidak (objek). 
3. Adanya tanah yang teridentifikasi 
telah menjadi hutan kembali atau 
kesuburannya tidak terjaga. 
4. Adanya jangka waktu tertentu dimana 
tanah menjadi tidak produktif.
5.  Adanya perbuatan yang sengaja tidak 
menggunakan tanah. 
6.  Status tanah kembali kepada negara. 
 
Dengan mengetahui unsur-unsur 
esensial terjadinya tanah terlantar maka 
kriteria atau ukuran yang dapat dipakai 
untuk menetapkan sebidang tanah adalah 
terlantar dengan cara kembali menjelaskan 
dengan melakukan penafsiran-penafsiran 
terhadap unsur yang ada, dengan fokus 
terhadap tujuan pemberian hak atas tanah.
2. Upaya Penertiban dan 
Pendayagunaan tanah terlantar di 
tinjau dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2010 Tentang 
Penertiban dan Pendayagunaan 
tanah terlantar. 
Berkaitan dengan tanah-tanah yang tidak 
difungsikan, tidak diolah, tidak diusahakan, 
18	Luh	Putu	Suryani,	Tesis	:	“Penertiban	dan	Pendayagunaan	
Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan Tanah Di Kota 
Denpasar”	(Denpasar:	Universitas	Udayana,	2011),	hlm	69.
No Jenis Hak Jumlah 
Bidang
Luas	Hak	
(Ha)
Luas	Tanah	
Terindikasi 
Terlantar (Ha)
1 Hak Guna 
Usaha
85 27.519.1764 23.682.3503
2 HGB 197 31.468.0424 23.069.1399
3 Hak Pakai 2 120.2151 120.2151
4 Hak 
Pengelolaan
1 9.7000 8.9000
5 Ijin	Lokasi 54 9.477.2200 3.889.9100
Jumlah 339 68.594.3539 50.770.5153
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tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan 
atau sifat dan tujuan haknya atau dasar 
penguasaannya, maka Pemerintah kemudian 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban 
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Peraturan ini diundangkan di Jakarta pada 
22 Januari 2010 mulai berlaku pada tanggal 
diundangkannya. Maksud dikeluarkannya 
PP tersebut adalah untuk memaksimalkan 
penggunaan tanah menjadi acuan untuk 
penyelesaian penertiban dan pendayagunaan 
tanah terlantar.
Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2010 menentukan bahwa : “Objek 
penertiban tanah terlantar meliputi tanah 
yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa 
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, 
atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak 
diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau 
dasar penguasaannya”. 
Pasal 3 menyatakan bahwa: “Tidak 
termasuk objek penertiban tanah terlantar 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah: 
a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna 
Bangunan, atas nama perseorangan yang 
secara tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya 
b. Tanah yang dikuasai pemerintah baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
dan sudah berstatus maupun belum 
berstatus Barang Milik Negara/Daerah 
yang tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya. 
Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: 
Identifikasi dan penelitian sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilaksanakan: 
a. Terhitung mulai 3 (tiga) tahun sejak 
diterbitkan Hak Milik, Hak Guna Usaha, 
Hak Guna Bangunan, Hak Pakai; atau 
b.  Sejak berakhirnya izin/keputusan/surat 
dasar penguasaan atas tanah dari pejabat 
yang berwenang. 
Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan 
Peme-rintah No 36 Th 1998 dinyatakan 
bahwa Tanah terlantar adalah tanah yang 
diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, 
pemegang hak pe-ngelolaan atau pihak 
yang telah memperoleh dasar penguasaan 
atas tanah, tetapi belum memperoleh hak 
atas tanah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Ketentuan hal ini sebetulnya juga telah 
ditentukan dalamUUPA Pasal 27, 34 dan 40 
UUPA yaitu bahwa Hak Milik, HGU, HGB 
dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dan 
jatuh menjadi tanah negara apabila tanah 
tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan 
oleh peme-gang haknya sesuai dengan 
keadaannya atau sifat dan tujuan haknya 
atau tidak dipelihara dengan baik.
Pengertian tanah terlantar dalam PP 
No 10 Tahun 2010 sebagaimana produk 
peraturan lainnya dapat dilihat pada Pasal 
2, menentukan  Obyek penertiban tanah 
terlantar meli-puti tanah yang sudah 
diberikan hak oleh Negara berupa Hak 
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, 
atau dasar pe-nguasaan atas tanah yang tidak 
diusaha-kan, tidak dipergunakan, atau tidak 
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya 
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau 
dasar penguasaannya. 
Pasal 3, menyatakan: Tidak termasuk 
obyek penertiban tanah terlantar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
adalah:  
a. tanah Hak Milik atau Hak Guna 
Bangunan atas nama perseorangan yang 
secara tidak sengaja tidak dipergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian haknya; dan 
b. tanah yang dikuasai pemerintah baik 
secara langsung maupun tidak lang-sung 
dan sudah berstatus maupun be-lum 
berstatus Barang Milik Negara/ Daerah 
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yang tidak sengaja tidak di-pergunakan 
sesuai dengan keadaan atau sifat dan 
tujuan pemberian hak-nya. 
Keberadaan PP No.11 Tahun 2010 dinilai 
sa-ngat penting dalam merestrukturisasi 
pemilikan dan penguasaan tanah lebih adil 
bagi rakyat. Tanah terlantar antara lain 
untuk masyarakat dalam rangka reformasi 
agraria, untuk kepen-tingan strategi negara 
dan pemerintah di an-taranya untuk 
ketahanan pangan, ketahanan energi dan 
pengembangan perumahan rakyat.
Upaya Penertiban dan pengendalian 
tanah terlantar atau ditelantarkan 
berdasarkan petunjuk tertulis yang di 
gunakan oleh Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat 
dan beberapa tempat dilakukan oleh BPN 
Kota/Kabupaten di jawa barat, salah satu 
langkah-langkahnya sebagai berikut:19
1. kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional bertanggung jawab 
melaksanakan kegiatan inventarisasi 
tanah terindikasi terlantar di lingkungan 
wilayah kerjanya.
2. Kepala Bidang penanganan masalah 
dan pengendalian pertanahan Cq Seksi 
pengendalian pertanahan melaksanakan 
inventarisasi tanah terindikasi terlantar 
pada kantor wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi.
3. Dalam hal petugas yang melaksanakan 
inventarisasi pada bidang penanganan 
masalah dan pengendalian pertanahan 
Cq Seksi pengendalian Pertanahan 
tidak mencukupi, kepala kantor wilayah 
Badan Pertanahan Nasional menunjuk 
pelaksana lain dilingkungan kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional/
kantor pertanahan setempat.
Kegiatan inventarisasi tanah terindikasi 
terlantar oleh Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional meliputi tahapan 
sebagai berikut: Pengumpulan data pisik, 
19 Data Rekapitulasi Jumlah Hak Atas Tanah Provinsi Jawa 
Barat,	BPN	Kanwil	Jawa	Barat,	Op	Cit,	hlm	5-15
rapat koordinasi yang dihadiri oleh pelaksana 
dari kantor Pertanahan, pemegang hak atau 
pihak-pihak lain yang terkait berkenaan 
dengan hasil kegiatan inventarisasi tanah 
terindikasi terlantar, Input/entry data hasil 
kegiatan inventarisasi tanah terindikasi 
terlantar kedalam aplikasi sistem informasi 
tanah telantar (SI-TANTE), membuat 
laporan tertulis hasil kegiatan inventarisasi 
tanah terindikasi terlantar kepada menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Cq Direktur Jenderal 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan 
Penguasaan Tanah, Biaya inventarisasi 
mengacu kepada Standar Keluaran (SBK) 
tahun berjalan.20
Langkah selanjutnya yang digunakan 
oleh BPN dalam rangka Pengendalian 
dan Penertiban Tanah Terlantar yaitu 
Pemutakhiran Data Tanah Terindikasi 
Terlantar, terhadap data tanah yang 
terindikasi terlantar dapat dilakukan 
pemutakhiran data dengan cara:21
1. Penyesuaian
2. Penghapusan.
Langkah berikutnya yaitu Sistem 
Informasi Tanah Telantar (SI-TANTE) 
merupakan suatu aplikasi yang dirancang 
dan dibuat khusus dan digunakan sebagai 
database untuk mengelola data-data tanah 
terlantar secara sistematis dan dapat di 
update setiap saat, sebagai sarana penyedia 
data dan informasi mengenai tanah terlantar 
secara valid.22
Langkah terakhir yaitu Pelaporan, kantor 
wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
wajib membuat dan menyampaikan laporan 
potensi tanah terlantar kepada Mentri 
Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Cq Direktur Jenderal 
Pengendalian dan Penguasaan Tanah, isinya 
meliputi:23
20 Ibid
21 Ibid
22 Ibid
23 ibid
35Nomor 2 Volume 2 Oktober 2019
Pemuliaan Hukum
1. Realisasi fisik dan keuangan.
2. Uraian hasil kegiatan penyusunan data 
potensi tanah terlantar.
3. Laporan disampaikan kepada Menteri 
Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN 
Cq Dirjen Pengendalian Pemanfaatan 
Ruang dan Penguasaan tanah dan 
softcopy dikirim melalui email dengan 
alamat: tanahterlantar@gmail.com
Berikut data rekapitulasi tahapan 
penertiban, pengendalian dan pemanfaatan 
tanah terlantar di Wilayah Provinsi jawa 
barat, sebagai berikut:24
Penutup
Kesimpulan
a. Aspek Hukum mengenai  ketentuan 
24	Data	Rekapitulasi	Tahapan	Pengendalian/Penertiban	Tanah	
Terlantar	BPN	Kanwil	Jawa	barat,	Tahun	2018
hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 
ayat 1 UUPA, Pasal 2 ayat (2) huruf  b, 
Pasal 6, Pasal 10 ayat 1, Pasal 15, Pasal 27 
huruf  a angka (3), Pasal 34 huruf  e, Pasal 
40 huruf  e, Hukum Agraria Nasional 
(UUPA) tersebut, menyebutkan bahwa 
semua pihak terutama para pemegang 
hak atas tanah, perlu mengerti dan 
menjaga agar tidak terjadi tanah terlantar 
dan Peraturan Pemerintah No. 11 
Tahun 2010 Tentang Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar.
b. Upaya Penertiban dan Pendayagunaan 
tanah terlantar di tinjau dari Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan 
tanah terlantar yang dilakukan oleh 
Kementrian Tata Ruang/Kepala BPN 
yaitu dengan melakukan Kegiatan 
inventarisasi tanah terindikasi terlantar 
oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional, Pemutakhiran Data Tanah 
Terindikasi Terlantar, Sistem Informasi 
Tanah Telantar (SI-TANTE) merupakan 
suatu aplikasi yang dirancang dan 
dibuat khusus dan digunakan sebagai 
database untuk mengelola data-data 
tanah terlantar secara sistematis dan 
dapat di update setiap saat dan yang 
terakhir Pelaporan, kantor wilayah 
Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
wajib membuat dan menyampaikan 
laporan potensi tanah terlantar kepada 
Mentri Agraria dan tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Cq Direktur 
Jenderal Pengendalian dan Penguasaan 
Tanah.
Saran.
a. Perlunnya ketegasan dari Pemerintah 
dalam melakukan Penertiban terhadap 
tanah yang diindikasikan sebagai tanah 
terlantar atau ditelantarkan oleh Pemilik 
HGU nya supaya tidak ada penguasaan 
atau pengambil alihan tanah tersebut 
dengan melawan hukum.
b. Terhadap Tanah terlantar atau 
No Tahapan Jumlah 
Bidang
Luas	Hak	
(Ha)
LuasTanah	
Terindikasi 
Terlantar 
(Ha)
1 Belum	
Penertiban	
Dan	Belum	
berakhir Hak
123 19,260.2967 14,001.5076
2 Belum	
Penertiban	
dan sudah 
berakhir 
haknya
83 14,909.3976 10,3537523
3 Sudah 
penertiban,	
belum 
dilanjutkan 
ke tahap 
berikutnya
79 20,796.2720 14,266.7883
4 Sudah usulan 
penetapan 
tanah terlantar 
(status Quo)
24 5,421.0828 4,179.5983
5 Sudah 
ditetapkan 
sebagai tanah 
terlantar
0 0,0000 0,0000
6 Optimalisasi 30 8,207.3048 7,968.8688
Jumlah 339 68,594.3539 50,770.5153
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diterlantarkan perlu penanganan yang 
serius dan Komprehensif  oleh Pemerintah 
dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional 
dengan Menggandeng Masyarakat 
yang tingal atau mengetahui tentang 
keberadaan tanah terlantar tersebut.
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